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' ATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINASPETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKTL

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL
Menimbang . . dalam rangka meningk. penyelenggaraan  pernerintahan
©. ocanpunan dibidang petemakan scc . berdaya guna dan berhasil gu
©  naten Aceh Singkil dipandang membentuk Susunan Organisas

Te "=paDinas Petemakan Kabupaten A« .. Singkil. .
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapran dalam suatu Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi T
Istimewa Aceh;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan |
Perternakan dan Kesehatan Hewan;
" ndang-undang Nomar 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
wirglal;
“ma-undang Nomor 22 Tahun 1999 te “:ng Pemerintahan Daerah;
- uran Pemenntah Nomor 16 Tahun 19 ' / tentang Usaha Peternakan,

P uran Pemerintah Nomor 6 Tabm 1988 tentang Koordinasi XKe;
sl Vertikal di Daerah;

7 Pet _ran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tenlang Pemveiengg
Ctanomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat 11

8 Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubanzz Se
Kehewanan Menjadi Pertemnakan;

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 iexang =
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10 Keputusan Menteri Dalam Negn Nomor 39 Tahup 1992 emramg rac
Organisasi Dinas Daerah;

11 Keputusan menteri Dalam Negen Nomor 97 Tahinm (993 ez
{1 ganisasi Pemerintah Daerah dan Wile sh,

12 K. outusan Menten Dalam Negen  mor § Tamm 1994 temiang Ped



Dengan Persctujuan

DEWAN PRERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

" fenetapkm

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKII. TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAT .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

»tym Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;

Dinas Peternakan adslah Dinas Petemakan Kabupaten Aceh Singkil;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

Cabang Dinas Peternakan adalah Cabeng Dinas Peternakan Kabupaten
Aceh Singkil;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional
yang, melaksanakan tugas Dinas Peternakan di lapangan;

!-'x_rno.oo‘m{t

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Denipan Teiaturan Daerah ini dibentuk T sas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil

BABTH
ORGANTSASIL
Bagian e ama
Kedudukan, Tu; < dan Fungsi
Pasai 3

(I Dinas Petemakan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
i’atermnakan,
(2) nas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
v1 bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4
Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan wrusan Rumah
Tangpa Dacrah dan Tupas Pembantuan yang dibetikan oleh Pemerntah dan atau
Pemenntah Propinsi daerah Istimewa Aceh dibidang Peternakan,

Pasal 5

mclaksanakan tugas tersebur | wsal 3, Dinas Petemakan mempunva:



a melaksanakan  pembinaan  umum  <d:bidang  peternakan  bercasarsan
kot osksanaan yang ditetapkan oleh Gubernus Kepala Daerah Istimewa Acek,

b L :zbingan teknis dibidang petemakan;
¢ ruombuaian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya,
d  melaksanakan penyuluhan,
e 7 ~zamanan teknis sesuai dengan tugas pokeoknya;
f : _ :sanakan pengkajian penerapan tekKhnologl anjuran ditingkat usaha tam,
g :xsanakan pengelolaan Unit Pelaksana 1 cknis Dinas Peternakan;
h - sanakanwusan Tata Usaha Dinas.
Bagian X edua
Susunan Organisasi
Pasal G

(1} Susunan orgarusast Dinas Peternakan terdirt dari
a Kepala Dinas
b Sub Bagian Tata Usaha
= Seksi Produksi,
- SeksiUsaha
Seksi Kesehatan Hewan,
-bang Dinas,
_  Linit Pelaksana Teknis Dinas
-lelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan orgarusasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum  dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan Peraturan
Daerah int

Paragraf 1
Sub Dagian 7" * » Usalbwm
Pasal !

Sub .‘apian ‘Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaar,
Xeps  an, keuangan perlengkapan dac urusan umum,

Pisal 8

Untuk  melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyaj fungsi

a melaksanakan penyusunan rencen:, program dan pelaporan serta pemitinzan
organisasi dan tata laksana,

b melaksanakan pengelolaan administras: kevangan,
melaksanakan pengelolaan administras: kepegawalan, perlengxepan  surEi-
menyurat dan kerumahtanggaan

Pasal 9
Suie ,n lata Usaha terdiri dari
a | :an Perencanaan
bt ! anKeusngan
¢. L: . Umum.



Pasal 10

(1) Urusan  Perencanaan  mempunyai  tugas  melakukan  pengumpulan,
-ngelolaan dan  analists serta penyajian data statistik, penyiapan bahan
wumusan rencana dan program, leporan dinas, serta penyiapan bahan
, «nbinaan organisasi dan tata laksana

(2) 'rusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bazhan rencana
Asggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan dan perhitungen
anggaran, venfikasi serta perberidaharaan

(3) Urusan Umum mempunya: tugas melakukan urusan kepegawaian, surat-
menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2
Seksi Produksi
Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas v ! -sanakan sebagian tugas dimas dibidang
prot petemakan, usaha dan penyebaran scita pengembangan peternakan

Pasal 17

Untul nclaksanakan  tugas tersebutpada pasal 10, Seksi Produksi mempunyaj
fungsi :
a melaksanukan Limbiogan 1eprod:isi; )
b. meluksanal:an bimbingan pembibitan temak:
c. melaksanakan bimbtngan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan;
melaksanakan pelayanan usaha peternakan:
melaksanakan pemantauan sumber daya petemakan;
itelaksanakan bimbingan pengo! -an hasil peternakan;
r Inksanakan bimbingan pemasai. ..
!> fiksanaken identifikasi lokasi penyebar: 1 dan pengembangan peternakan;
1 «'sksanakan penylapan lokasi dan jctemakan dalam rangka penyebaran
i mrangka penyebaran dan pengembanga petemnakan;
mc. hsanakan bimbingan petemakan;
meizksanakan bimbingan redistribusi temak pemerintah;
. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan
pelemakan.
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Pasal 13
Seksi Produkss terdin dart ¢
a  “ub Seksi Bibit dan Pakan,
b " Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
¢ Jeksi Tekhnologi Peternakan
Pasal 14

(I} Suo Scksi Bibit dan Pakan mempunyal tugas membimbing pelaksanaan
identiftkasi wilayah sumber bibit temak, membimbing produksi bibit temak,



melaksanakan pengadaan, pemval 1.  penggunaan mani  beku  dan
mundigah, memantau inseminus! oJdatan dan  allh  mundigah serta
‘wenytapkan bahan evaluasi produis’ pengadasn peredaran dan penggunaan
. kan

(23 b Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyal tugas
;. -mbimbing identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan,
menylapkan lokasi peternakan, menata penyebaran temak sena mengurus
redistribus temak.

(3) Sub Seksi Tekhnclogt Peternakan mempunyal tugas melaksanakan
bimbingan uji lapangan dan penerapan tekhnologi dibidang peternakan serta
pengkajian penerapan.

Paragraf 3
Seksi Bina Usaha
Pasal 1=

.ma Usaha mempunyal tugas melans.naken sebagian tugas Dinas dibidang
o penyuiuhan petemakan

Pasal 16

Uniux melaksanakan tugas tersebit pada pasal 14, Seks: Bina Usaha mempunyal

tugas |

a. melaxsanakan pearylapan dan peiaksanaan program, metoda dan sistim kerja
penvuluban dan rekayasa sosizl = ekonomi,

b meiaksanakan perencanaan, -endayapunaan  dan bimbingan  ketenataun

¢ :elaksanakan bimbingan dan pengember_: kelembagaan petani temak;
d ' ksanakan  perencanaan,  «iga 11, pengolahan dan  bimbungan
dyagunaan sarapa penyuluhan;
€ o &sanakan perencanaan, pengadaa :an bimbingan pengembangan materi
phziluhan
Pasal 17
Seksi Usaha terdiri dari :

a. Sub Seksi Pelayanan Usaha
b, Sub Seksi Tata Penyuluhan
¢ Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sare .

Pnasal 18

(1) v Seksi Pelayanan Usaha mempor . tigas mengidentifikas: dan mementau
. aanfaatan sumber daya, melakus. : pelavanan dan imbimgan  useha,
I+ bingan pengolahan dan pemaszz asil sera menyebarkan nformas
]Jil [F

(2) Sul. Scksi Tata Penyuluhan mempumv.. wgas membenkac pelayanan lesnis
dan administrasi kepada penyuivh setermakan  dalam  permyusuman  dan
pelaksanaan program penyulutan, penerapan motoda dan  sisum Kerja
penyuluhan, 1dentifikasi, fakior peneniu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan
penyuluhan dan bimbingan serta supervisi peiaksanazn peryuiuhan



(3) »  Seksi Kelembagaan, Tenaga dar Sarana mempunyal ugas memusa
1w kebutuhan dan mendaya gu wan tenaga penyuluh, merencanakan,
nu wgadakan  dan  mengelola sarana  pemyuluhan, memperbanyak  dan
me . yedarkan materi penyuluhan  serts  memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada para temyuluh dalam pembinaan dan pengembangan
kelembagaan tani, penyelengaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana
penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyutuhan

Paragralf 4
Seksi Keschatun Hewan
Pasal 19
Scke Kesehatan Hewan mempunyel 1u... melaksanakan sebaglan tugas Dinas
il , kesehatan hewan
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pads pasal 18, Seksi Kesehatsn Hewan

mempunyal ugas ;

a  melaksanakan bimbingan, pengamatan, penyidikan dan epidemili penyakit
hewan serta membuat peta penyakit hewan:

b melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan
pengawasan masyarakat yang veteriner,

¢ melaksanakan bimbingan pelaksanaan piavanan kesehatan hewan

Pasal 21

Sek leschatan Hewan terdini dari :

a 5" Seksl Pengamatan dan Penyidikan

b 1. 0 Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
¢ Su' Ucksi Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing
pengamatan, penyidikan, epidemilogi, <., pembuatan peta penyakit hewan

(%) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberant'san Penyakit Hewan mempunyai tugas
membimbing pencegahan dan per'  ntasan penyakit hewan, memantau
' <ehatan masyarakat veterinw 1 _lakukan pelayanan Rumah Potong

-an/Rumeh Potong Unggas

(3) b Seksi Pelayanan Kesehatan ' owan mempunayi tugas melakukan
. uvbingan teknis pengobatan pen; * hewan, memantau peredaran dan
p' viunaan obat hewan sera memantau perlindungan dan kesejahtraan
hewean,



Bagian Ketiga
Cabang Dinas Peternakan
Pasal 23

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan, yang mempunyai
wilayah kerja meliputi kecamulan dalsm Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada
<1 bawah dan bertanggung j:. b langsung kepada Kepala Dinas

Pasal 24

Ca>- a Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menter
Dt L legen.

Bagian Keemput
Unit Pelaksan: . cknis Dinag
Pasal 258

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebegal Unsur Pelaksana
Tekms Operasional Dinas Peternakan
(2) Celwoans Teknis Dine dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
' bertanggrng mwin kepade Kepala Dinas.

Pasai .

-y Pelaksana Teknis Dinas daps. bentuk berdasarkan kriteria yang akan
a ' xan Menten Dalam Negeri,

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
peternakan dibidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsinnal sebagaimana tersebut pada ayat (1} dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsions! Senior selaku ketua kelompok yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan,

Pasal 28

(1) «.clompok Jabatan Fungsional dapat dibag: kedalam sub-sub kelompok scsuai
Jvogan kebutuhan  dan  masing-masing  dipimpin  oleh searang  lenaga
Fungsional Senior.

(2) Jumlah T'enaga Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kea

(3) Pembinaan terhadap Ten:za Fungsional dilakndar semmi dergan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



DABIV
PENGANGEKATAN DALAM JABATAN
Pasal 29

(1) Kepala Dinas Pelernakan Daerah diangkat dan diberhentkan oleh Gubemur
Kepala Daerah Istimewa Acch atas usul Bupati.

(2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan.
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

BAB Y
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tupastiya, Dinas Peternaken, Unut Peleksana Tekms Dinas,
Kei mpok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip
kooru.: usi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organsasl
sesual dengan tugas masing-masing,

Pasal 31
(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang

ditctapkan oleh Bupati
(2) Kepala Dinas diwajibkan mer Menkan petunjuk, membina, membimbing dan

mengawasl pekerjaan unsur-u 2mbantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan dinasmnya
(3, ‘1ap Pimpinan Organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan
ngawasan Melekat (WASKAT).
Pasal 32

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan,
maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagan atau salah satu Kepala
Seksl yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan

persetuyuian Runati

BADB 1
KTETUENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Ju. 13 jabatan dalam kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan
per.: an perundang-undangan yang berlaku

Pasal 34
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daersh mi sepanjang mengenal

Peraturan Pelaksananya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengar
memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku



BAB YT

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
milai berlaky pads wnpgel diundangkan. Agar setiap orang
mernerintahic, jundarguin Peraturan Daerah ini dengan

o Letribaran Duerah fobupaten Aceh Singkil.

DITHTAPKAN DI : SINGKIL.
PADA TANGGAT ;21 JUNI 2000,
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